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AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, Dalam hal
ini memberikan kuasa kepada EDI SUMARNO, S.H. dan TITO
ARYA SUMARLIN, S.H. advokat/penasehat hukum yang

beralamat di JIl. Yos Sudarso Ill/27 Kelurahan Karangwaru,
Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email
titoaryash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 27 September 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor 1870/kuasa/10/2024 Tanggal 08 Oktober
2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XxxxxXx,

semula di KABUPATEN KEDIRI, Sekarang tidak diketahui

alamatnya diwilayah republik indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Oktober 2024 telah
mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tulungagung, Nomor 1923/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 08 Oktober 2024
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dengan Tergugat Adalah Pasangan Suami Isteri Yang
Melangsungkan Pernikahan Yang Sah Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXxX, Pada
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Dapat Dipertahankan Untuk Selamanya Karena Mulai Bulan November

2023 Rumah Tangganya Mulai Terjadi Pertengkaran Dan Perselisihan

Dikarenakan:

a.

Bahwa Tergugat sebagai suami/ Kepala rumah tangga tidak memiliki
pendirian dan rasa tanggung jawab ketika ada masalah di dalam rumah
tangganya dimana seharusnya Tergugat harus tegas guna
menyelesaikan permasalahan yang ada;

. Bahwa sikap acuh tak acuh dan kurang pedulinya Tergugat terhadap
Penggugat sehingga sering membuat perselisihan dan pertengkaran;

. Bahwa kurang transparansi / terbukanya Tergugat masalah ekonomi

dimana Tergugat secara diam-diam memengambil hutang/pinjaman
(PINJOL) tanpa sepengetahuan Penggugat;

Dimana Penggugat sebagai seorang istri sudah mencoba untuk
memberitahu ke Tergugat untuk merubah sifat dan sikapnya , namun

semua itu tidak diperdulikan oleh Tergugat;

Bahwa karena perselisihan yang terjadi terus menerus hingga puncak

permasalahan terjadi pada bulan Maret 2024 dimana Tergugat tanpa pamit

dan meninggalkan tempat kediaman bersama ketika ada permasalahan

dan pulang kerumah orangtuanya di XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lahir maupun batin

selama 8 (delapan) bulan lamanya, dan tidak ada komunikasi lagi;
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eluarga Juga Telah Berusaha Untuk Merukunkan Kembali
pat Dan Tergugat Namun Tidak Berhasil;

ap Atau Perbuatan Tergugat Tersebut, Penggugat Merasa
grita Lahir Maupun Batin, Oleh Karenanya Penggugat
ergugat Adalah Suami Yang Tidak Bertanggungjawab Dan
nya Yang Dibina Untuk Mencapai Rumah Tangga Yang
adah Dan Warohmah Tidak Tercapai Dan Sudah Tidak Ada
n Hidup Rukun Lagi, Oleh Karenanya Penggugat Menuntut

epada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (xxx) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
tanggal 11 Oktober 2024 dan tanggal 02 November 2024 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan
asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 September 2024, kemudian surat kuasa
tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat
pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian
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urat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil

uka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli
gogugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk
ktronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan

ajelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

ai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK 9xxx, tanggal
03-12-2021, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung,
bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0065/039/11/2021 tanggal 28
Februari 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Plemahan XXxXXxXXxx
XXXxXX Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI :

1, xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, bertempat tinggal
di JL. Hariwoi RT 02 RW 02 Desa Weinami Kecamatan Napan Kabupaten
Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat
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agsepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami
namun belum dikaruniai anak.

sepengetahuan  saksi, Penggugat dan Tergugat sering

mpat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, dan selama itu pula

mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling

berkomunikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugatpun sudah tidak diketahui lagi

keberadaannya, meskipun pihak keluarga sudah mencari dan juga tidak

ada kabar berita sama sekali;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk

mendamaikan lagi;

2, xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, bertempat tinggal
di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah dan namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering
berselisin dan bertengkar yang disebabkan Bahwa Tergugat sebagai
suami/Kepala rumah tangga tidak memiliki pendirian dan rasa tanggung
jawab ketika ada masalah di dalam rumah tangganya dimana
seharusnya Tergugat harus tegas guna menyelesaikan permasalahan
yang ada;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, dan selama itu pula
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Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah
menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024, asli
surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2024 dan asli surat persetujuan
Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 27 September
2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-
Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di
Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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ndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan

aflilan Agama Tulungagung;

bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
ahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
idangan;

bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130

ahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat
ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab
Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi :

Al Y ol s o o SIS (e Sl o3
Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya”;
Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah | halaman 164

menyebutkan bahwa :

iy adde SOl (S e gl

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti”
Tentang Pokok Perkara
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ergugat secara diam-diam memengambil hutang/pinjaman (PINJOL) tanpa
sepengetahuan Penggugat;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat
didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat
dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Ghoib,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;
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bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai

purna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870

etentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi
syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan
Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, serta keretangan
saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri hamun belum
dikaruniai anak.;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus sejak November 2023.;

3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Bahwa Tergugat
sebagai suami/Kepala rumah tangga tidak memiliki pendirian dan rasa
tanggung jawab ketika ada masalah di dalam rumah tangganya dimana
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grgugat harus tegas guna menyelesaikan permasalahan yang

enggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam
ahgga yang baik, sehingga berpisah 8 (delapan) bulan

omunikasi dan mengunjungi;

keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan
bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat
dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan
lamanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu
tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian
yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri,
maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fighiyah disebutkan
mencegah  kerusakan lebih  didahulukan daripada mengharapkan
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz Il halaman 55 :
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Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau
leh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian’;

h Sunnah Jus Il halaman 248 yang berbunyi sebagai

" e g e ) IS 75 o gy Py okl s 0
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a gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
gan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami
istri  tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,
dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan
talak ba'’in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat
mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pat dikabulkan dengan putusan
Verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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hkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
ugat (PENGGUGAT);

hnkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
B.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

utuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

n Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi
Pengadilan pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Dwi
Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sanusi

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,
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